WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 258  TAHUN 2022

TENTANG

TIM REAKSI CEPAT (TRC) DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN

. bahwa untuk kelancaran operasional Tim Reaksi Cepat

(TRC) Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan tertib
administrasi keuangan Dinas Sosial Kota Banjarmasin ,
perlu penetapan Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial
Kota Banjarmasin.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial
Kota Banjarmasin.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398;



4.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun
2010 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan
Tuna Susila Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan
Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 12);



12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin 9 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial Kota Banjarmasin
Tahun 2022 dengan susunan, uang harian dan tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial Kota
Banjarmasin Observasi (Pemantauan dan Penjangkauan),
Wawancara/Assessment, Dokumentasi/Foto, Komunikasi
dan Koordinasi dengan Satpol PP melalui Call Center,
Tindak Lanjut, dan Laporan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada
Kegiatan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial
Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, - ril 2

WALI KOTA BANJARMASIN,

i

IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2022
Tentang Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR  >°° TAHUN 2022

TENTANG

TIM REAKSI CEPAT (TRC) DINAS SOSIAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

TIM REAKSI CEPAT (TRC) DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

YANG
NAMA
NO TUGAS DIBAYARKAN KET
DGR PERKEGIATAN
1 SYECH M. a. Observasi
HANAFI - Pemantauan
- Penjangkauan
2 SANDY
RAHMANTO
b. Wawancara / Rp. 1.000.000,-
3 MUHAMMAD Assessment PER 10 KEGIATAN
IRVAN HADI
= AKHMAD c. Dokumentasi
HUSEN /Foto 1 ORANG PER
KEGIATAN
S ROHANA Rp. 100.000,-
d. Komunikasi
6 | SUJARWANTO dan
koordinasi
7 MARIANA dengan Satpol
PP melalui
8 HENDRI Call Center
GUNADI
9 FAHMI e. Tindak Lanjut
10 RAHMAT
f. Laporan

WALI KOTA BANJARMASIN,

i

IBNU SINA




